
BT'PATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 4TAHUN2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun

Mengingat : 1.

Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2O2O dan memperhatikan perkembangan
dalam pelakszulaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2O2O tetdapat
kegiatan yang mendesak untuk segera dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
L9|PMK.O7/2O2O tentang Penyaluran dan Penggunaan
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2O2O dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Dbease 2OL9 (Couid-19) dan
memperhatikan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Aceh Besar Nomor OSL.L I L358/2O2O tartggd 19 Maret 2O2O
perihal : Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan Dinas
Kesehatan Dalam Rangka Covid 19 Tahun Anggaren 2O2O
dan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Aceh Besar Nomor 4451L3O7 12020 tanggal 20 Maret 2O2O
hal : Usulan Perubahan Anggaran RSUD Tahun 2O2O,
sehingga perlu diubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor
41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Besar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar
Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (kmbaran
Negara Republik Indoneiia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
to92l;

b.
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2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
nenyelinggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
aceir GemUaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor LT2,Tambahan k*baran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

ttegarJ[rmUaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Noiror 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagainana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepaLa
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6tal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OtO Nomor 123, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubtk Indonesia
Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Pemerintsh Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZO1O ttomoi
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
586a);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
fengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2}la tentang
I""g?*ry Barang/Jasa Pemerintah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimaqa telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
eebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atss Perubahan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol1 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor l5l;

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2Ol9
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor |9/PMK.O7 l2O2O
tentang Penyduran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran
2O20 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease
2OL9 (Couid-L9l;

23.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan kmbaran Daerah Nanggroe Aceh Darussala:n
Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah teralrtrir
dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan 1(s+iga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagr Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (kmbaran Aceh Tahun 2018 Nomor T,Tambaharr
L,,embaran Aceh Nomor 102);

24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah l(abupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan kmbaran Daerah I(abupaten Aceh
Besar Nomor O3);

25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2O16
Nomor 4, Tambahan kmbaran Ihbupaten Aceh Besar
Nomor 55);

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggod
Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran
I(abupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58); 

frp
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27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Merubah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2O2O semula beq'umlah Rp.2.O53.041.554.558,00
bertambah/berkurang sejumlah Rp.OO sehingga menjadi Rp.
2. 053. 04 1 . 554. 558,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.053.o4 1.554.558,00

b. Berta"mbah/ (berkurang) Rp. 00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.053.041.554.558.O0

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.2. 17 4.823. 189.247,00

b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan

Rp. 2.L7 4.823. 189.247,O0

Rp. O0

3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan

1). Semula Rp. 122.7 8t.634.689,00
2). Bertambah/ {berkurang) Ro. 00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Ro. 122.781.634.689.0O

b.Pengeluaran

l). Semula Rp. 1.000.00O.0OO,O0

2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0O

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 121.781.634.689.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rn. O0
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Pasal2

rtingkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini dengan lampiran perubahan tercantum secara
tersendiri yang merinci item perubahan pada Perangkat Daerah yang
meliputi Dinas Kesehatan I(abupaten Aceh Besar dan Rumah Sakit umum
Daerah l(abupaten Aceh Besar.

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasat 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Marct2O2O M

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Maret 2020 M

23Rajab 1441 H

#i,iR, P

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2O2o NoMoR 4 ,/)HUN 2o2o NOMOR 4 
dp

28 Rajab 1441

UPATI ACEH B

MAWARDI ALI

l. SEKRETARIS DAERAH

f,xaeueamN AcEH BEsA


